BAB IV

TINJAUAN HUKUM 1SLAM TERHADAY
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

A. Tin,auan Ternadap presiden gebapai kepala eksexutif

Dinegare manapun xevutuhan asan adanya Kepala
pemerintaian sebagal pucuk pluwpluan, selalu ada. Sebabd
Kepala pemerinltanan merapakan suatu lembaga penyeieng-

gara jalannya pemerintanan. Begitlu juga negara yang

menganut sisten pemerintanan presidensil ini, dalem
sistem pemerintsnan lni LKekuasaan eksesutif dipegang
oleun presiden yang menduduxki jabatannya dengan cara

dipilin oieh Majelis Permusyawaratan nakyat.

L.embaga tertinggl negara ialan Majelis
Perumusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Raxyat
sebagal penjelmaan selurun rakyat Indonesia auzadiah
penegany kKeKuasazan negara tertinggi dan pelaksana dari
xadaulatan Rakyat, yang nana auggota Majelis Permusja—
waratan Rakyat terdiri dari beratus ratus .anggota
dan tidax dapat aimungkinkan daepat selialu bersidang
setiap nari. Olen karenma itu menuruil pasal 6 ayat 2UUD
1945 Majelis Permusyawaratlan Rakyat bernak untuk meng-
ang<at dan wemilih presiaen dan wakil presiden, untuk

nelaksanskan tugas senari~nari yang diserahkan kepada
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nya.

Sebelum melaksanskan tugas sehari-hari, maka
menurut pasal 9 UUD 1945 presiden dan wakil prasiden
bersumpan menurut agama stau berjanji dengan sungguh-
sunggun dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau
Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa seorang presiden atau
wakil presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya harus
sebaik-baiknya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan
menjalanken segala Undang-undang dan peraturannya dsng
an selurus lurusnyas serta berbakti Kepada nussa dan

bangsa.

Dalam bab ssbelumnya dijelaskan, bahwa Beorang
presiden harus menjalankan haluan negara menurut
garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Undang-~
undang Dassr atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,
karena ia dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawa
ratan Rakyat yang berarti ia harus ménjalankan
kehen@ak Majelis Permusyawaratan Rakyat, ia ‘bertunduk
dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat, karema presiden adalah mandataris Majelis
Permusyawaratan Rakyat, yang berarti is wajib melaksa
uakan ketetapan-~ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak-
yat, dengan demikian presiéen tidak " neben " akan

tetapi " Untergeordnet ¢ xepada MPR,



Dalam Pemerintanan Islam hal tersebut dikenal
dengan adanya bay'ah sebagai lambang seran terima ke-
kuasaan rakyat kepada imam, setelan itu iwam berjanji
akan melaksanakan hukum islam dan mematuhi segala
harapan rakyat yang diserahkan Kepadanya, karena Dbay'
ah itu diserahkan kepada imam yang sudau memenuhi
syarat yaitu melaksanakan keadilan dan memenuhi tang-
gung jawab, Maka bay'an bukanlah nanya kewa]iban
rakyat untuk memenuhi penguasa, melainkan Juga syarat-

Byaret rakyat uniuk patubl.

Pada masa Nabi Muhaemmad saw, istilah bay'ah
itu Jjuga dikenal dan dipraktekkan langsung olen beliau
sendirl sewaxtu nijrah xe Madinah yaitu ; pertama
beliau mewbay'an 12 orang dan yang kedua membay'ah 73

orang. { Mon., S. Elwa : 1983 : 33 ),

Begitu juga pada masa pemerintanan Khulafaur-
Rosyidin sistem bay'ah itu juga dipraktekkan oleh
keempat khalifah tersebut, setelah menerima bay'ah da-
ri Ahlul hilli wal agdi, Abu Bakar mengucapkan pidato
nya dihadapan umat manusia : Aku telah menjadi pemim=-
pin kelian, Tetspi aku bukanlah yang terbaik diantara
kalian, jika aku berbuat baik bantulah aku, dan seba-
liknys bila aku melakukan penyimpangan, luruskanlan ge

ku. Selanjutnya beliau mengatakan : Ta'atlah kepadaku



selagl aku ta'at kepada Allan dan Rasul-Nya. jika aku
perbuat durhaka kepada Allan dan Rasul-Nya. tidak ada

Kenarusan bagl kalian untux wmenaatinya.

Demikian pula Umar bin knattab setelan dibay'ah
maka Umar bin khattab mengingatkan Xepada segenap
masyarekat balwa werexka bermnak weluruskan langkahnya,
apsLile mereka memang melinat wua xebengkokan yang ada

vada dirinya. Secara spontan seoraily hauirin menangga-
P J 5

pinys dengan stdtu jawavan yang cuxup berani ! Demi
Alian, wanai Umar, Jjika asu sawpal welinat Keuermny Ko-

Kan Qalad langranuug, adu akan luruskan dengen pedangku

ridatov tersebut menunjukkan, banwa beliau menga
AUl nos rasyal untuk mengawasi dan wembimbing veliau
Gylpe i-suwpal beliau wmewberiksn iak kepada rakyat un-
tuk wenvangiang atau tidak ta'al Kepadanya, apablla

velliau durnaxa kepaua Allas dan RasuleNya.

Sevagal eecrang pejabat tertinggi dalam  Negara
Islaw, rnaliian bertanggung jawab penun atas tugas ke-
wujivan yang telah divevankan atas pundaxknya, nnalifah
narus wempertanggsun, jawabxan sepala kesalahan yang
dipervuatlnya, xelalalan dan kKegurang perhatian dalam
menjalangan tugad, dan penyalan gunasan xekuasaan lebin

levin lagl kalau dengan sengaJa kalau dengan ~sengaja

Gla meloanggar batus-batus uukuw Allah dan garis-garis



seKuasasn yang telan diverixen kepadanya. Ksrena Islam

tiduk mewbedakan antara “pewerintan" dengan "“rakyat®.

Jar: keterangan diaslas, maka tampak ,elas adea
suSaumaal antara sistem pemerintsnsn presidensiil de=-
ngat sistew pewerintansn yang diterapkan oleh Islam,
sebar dalasuw pemerintanan presivensiild georang
~residen berkeduduksn sebagal Kepala edsexulilr dan
werupskull wanaataris Majells Fernusyawaratan . .Rakyst
serta narus mempertan,sung Jjawabvkan jalannya pewerinte

nan dingdapath Majelis Fermusyawaratan Rokyat,

Sedaw, kan dalam sisten pemerinteugn Islam
Kedudukau bay'au ssuma deugan Magelis Permusygwaratdh
Rekyat yang memberikan mandat Kegada imanm, agar 181l

dapat wengslankal dan meumpertally dilg JawabKaa peuerin-

tahan sesuai aengan yeng dinarapsan olen rakyat.

Dijelasxan olen Abul A'la al Maududi banwa ;
Umar bin khattab telan mencalonkan Abu Bakar untuk wmen
duduki jabatab knalifan mengganiikan kedudukan Nabi
saw, dan penduduk Kota Madinan, yang pada -zhekeratnya
merupakal wakil-wakil ne;eri secars kKeseluruhan, telah
weneriuanya dengsn baik, wereka itu telah membay'atnya
seupan suka rela dan atass dasar pilihan werexka, tanpa
paksaan staupun teksnan. Dan xkelika abu Bakar 0Ge-

nin_gal, lia mewasiatsan rnalifal xepada Unar, dengan
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lengdu pulian pendadus di wasygid Nabl saw, xemudian
Lelons berkata kepada merexka o apakall kallan nenye -

tujul vrang yang Kubunjux untuk men_ antikan gedudukan

U sepeninggalku ¥ osesubgpuunys Gk, denl Allah, telah

L@ Uk e Wb B UL, WL perdoysae Upayd da Lal WELKIrKan
tenbatyy, hel lnl, dan aKd bidak Bicngankal warl sanaxk
heluar anw, tapl aku telay wenunjuk Umat Ld, sebagal

pellpe atibinld, HMahd dengarkan dan ta'lallal HKepadanyd.

Dulaw pistew pemerintanan prescdengiil ini. De=-

wan Pedwacilan Racyat berseuddukan sebagal pemegang
cesdisaan legis.atif, Mereka mewpaliyal duas peranarn
yaitu Sebdgal penbud t Undang-unaaly dal pellgawas

ternady padan ensexutif. lalaw kailathya sEebagal pem=
buat Unveng=undangs ODPR meapunyol fak untuk meaga, uxah

usul duncangan Undang-undane ( #UU ) xepaua penerintan

seaang,aun daigu Kaltannys sebupal < badan pel,8was
terhausyp badan eksekulil, Dy mempunyai naxg untuk

minta pertanggungan Jawab pemerintal atlas tidaKanuya.

Jika kita teliti lebin jaunl vanwa pada wmasa pe-
werintahen rasulullah di Madinah dan Juga para
wnulataur Rasyidin, DPR semacaw 1itu belum pernah aua
stauw tiuak pernan ada, yang &da nanya suatu kenyataan
Laiwa Ruaoulullan dan para penerusnya selalu memegaly
prinsip musyawsrah dalaw menyelesalkan permasalahan

yan,, tiwoul, Sedaligkan bentuk dari wusyawarah yaug ada
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pads saat itu masih sederhana, maksudnya tidak diatur
dengan aturan yang formil dan siapa yang diajakx musya-
warah pada saat itu tergantung <epala negara. Terkada-
ng kepala negara hanya menunjuk beberapa orang saja
diantara sahabatnya untuk diaja« bermusyawarah daun

beliau sendiri yang memiwmpin musyawaran tersebut.

Kebutuhan akal adangyg paricmen Bebagai suatu
badan yang bertugas membuat Undang-undang dan wengon -
trol. sosial, ekonomi, politik dan sebagainya paua
masa Sckarang ini merupakaun suatu kebarusan., Hal ini
disebabkan adanya perkembangan yang terus menerus di
segala blaang kehidupan manugla seutunnya yang seuua-
nya wmemrlukan perundang-undangan yang cocok dau selalu

diperbaharui. ( Dr., Abdul Gofar Azia : 1993 : 120 ).

Dalaw pemerintaban lslam, dailam hal peubentux-

an Undang-undang mengenal dua bentuk

yerundang-

undangan, yaitu :

1. Tasyritat Tandbimiyah ( Undang-undanyg kemasyarakat-
an ).

2., Tasyri'at Tanfidziyan ( Undang-undang pelaksana ).

Seperti dijelaskan dalam‘bab sebelumnya, bahwa Aalu

Syura hanys mempunyai hak uﬂtuﬁ membuat Taayri'ap Tan-

dGhimiyeh bersaswa-sawa khalifah. Sedangkan nak untuk

membuat Tasyri'at tanfidziyah merupakan hak Kepala



negara, karena hal tersebut hanya merupakan Undang-

undang pelaksanaan.

Menurut pemsrintehan presidensil, bahwa antara
keodudukan exeekutif dengan kedudukan legislatif sdalah
serupaksn lesbego yang berleinan, artinya lembaga
ckgelutif tidak dapst menjadi lembags legislatif dan
sobaliknys lewbsge legisletif tidax beleh  merangkap
.ﬁ@ﬂgadi lesmbaga cksexutif, wemang dalam hal menetapkan
Undang-undang dan menetapkan Anggaran Pendapatian dan
Bslenja Negara kedua lembaga itersebut wempunysi tuges

yong ssma.

Hal yang demikian sesuai daggan tujuen dari
‘later belakeng timbulnys sistem pemerintahan presiden-
sii§ yaitu uenghendaki adanya pemizahan Kekuasaan,
coblagsa tidek ada kemungkinan kekuasaan yang satu
aglebibi kekugsaen yeng lsinnya. Seveb spabila kekus-

gaan oxsszutil dev kokuasman legislatif dipegang olen

fatn oreng aton sstu lombege saja, waka Eemerdekaan
pokerengen lenye tergantung pada pengavagan ' yeng

azveasng-wonang ( arbitratry controle ).

Sistem torsebut diatas adalah berbeda dengan
sietem yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah, vang
2u22 dalsm pemerintaban Rasulullah kedus lémbaga

tarsebur dipegang sendiri oleh beliau. Sebagai peme-
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gang Kkekuasaan legislatif beliau menyampaikan apa ya-
ng beliau terima dari Allah, dan beliau tambau ddeggsn
Kapasitav sebagal amalan Rasul dengan bentuk Hadits/
sunnah yang meuwpunyal otoritas juga sebapai sumber
hukum. van sebagai kekuasaan eksekutif, beliau sendiri
yang mengatur mekanisme pemerintahan, dikarenakan
wilayalr pada waktu itu masih sedikit dan Rasulullan
sendiri cuxkup untuk menanganinya. ( Dr. Atiyal: Musyara

fah, 1966 : 91 ).

Setelsn pemerintahan semakin meluas keluar dari
Jaziran Arab, maka oleh Knulatfaur Rasyidin KeKuasaan
legislatif tidak wungkin dipusatkan pada satu leuwbaga
saja atau satu orang saga. Mengingat permasalahan pa-
nyak yang tiwbul; maka xebutunan axan perundang-undang
an terus berjalan baukau makin banyak, Hal ini menun-
tuL'untun diciptakannya Undang-undang mengenai nhal-hal

yang tidak ada ketentuan dan nasanya.

Sehingga Abu Bakar membentuk satu dewan untux
wengatur pewmerintahan, dengan na rat yang penun Kemba~
1li kepada peraturan-peraturan yang telah diterima,
daik olen adat istiadat zaman lampau dan tidak -perman
dibantan olen syari'ah, yaitu rapat dari kepala-kepala
suku dan pemimpin-pemimpin keiuarga., ( Muhamnad

Asad, tt : 42 ),
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Jenzan demikian, kedudukan legisl (tif pada mesa
kuulafe Ar-Rasyidin dapat dipersamaxan dengan kedudu
kar legislatif pada-gichew pemerintahun presidensiil,

adrenr lewbasa vergebut dip jgahaan secsara jela's dan

Mewpatiyal desuasaan sedesl jengan keduduxsn leanbaga

Jhgenabily dapat
dibul o onsn (R il y L 2*lam
ldss ¢wt Deni N Loeara radikal

Feugl il ISR

dari lesis HUEE @an ckse utif odiind S

ne s ara,akan

f8se ini mempunysi buvungan sama
gerantora Awir ( Mon. Asad,

hoab sebelunnya digelaskan Janwe presiden

i L gl S

Purwahkilan R Artinya precideli d membentuk

Undzng=und Hase a&n Lewan
Perwakilau

NesLrut pasal 20 99 “banwa Dewan Perwakilan
Rusyaet weaberiken nersgtujuan setiap pémhﬂntukaniﬂhda'
Lg-unvang. Dan jika sustu Rancangan Undang-undang ti-

aak mendopst pursetuyuan  Dewan Perwaxilan Raxyat,

paws rancangan tadi tidak bolen uiwajukan lagl dalau

'pgrsiﬁangan Uewan Perwakilan Raxyat masa itu,

( pasal 20 ayat 2 ).

Penjelasan ini nawpak banwa UUD 1945 memberiksn

wewehaly nepada presiaen untus wenetapkan  peraturan

an_~undang bekerja sand depgan Dewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinshy.ae.id
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peraturan pemerintan sebagai pengganti Undang-undang
dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa { pasal 20
ayat 1 ). Namun persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
tetap dimintaken, dan apavila Dewan Perwaxilan Rakyat
tidak wau memberikan persetugyuan terhadap peraturan
pemerintah, maks peraturan pemerintan itu harus dica-

but.

Oleh karena itu kedua lembaga tersebut nemyd-
nyai kedudukan yang sama dan keduanya mempunyai hak

yang sawma, malan keduanya harus melakukan timbal balik

dalam menetapkan peraturan pemerintau dan Unuang-
undang, karens keuuanya adalan werupaxan sumver
huKum,

Sebab presiden diberikan wewenang untux menetap
Kan peraturan pemerintan guna welaksanaxkan Vndang=-
undang sebagaimna mestinya., Hal ini tidax mungKin
bagl presiden menetapkan peraturan pemerintan sevbelumn
éda undang-undangnya, sebaliknya suatu Undang-undang
tidak berlaku efektif, tanpa adanya peraturan pewerin-

tah.

Prinsip seperti ini dalam sistem 7 -pemeériotanan
presidensil begitu tampak, hal Yang demikian sudan

menjadi kodrat bahwa manusia adalan " Zoon Politicon "



.86

urtinya manusia tidek dapat uenyelesaixar  “tugasnys
taznpa sdanys bantuan dan kerja sama dengan arané\lain.
Pudse desarnya manusia memyunfai bahat woral, ’ “tetapi
itu hanya dapst dikembang«annya dalam aubungan dengan

manusia lain, Ia melaxu y dengan jalsn perkawinan

dengan mendirikan K "?knirnwa'&alam-nEQara.
Manuzia sern _ t nakannya.la
periu bantus ar, terlebin

BETUpagE - jawab bersama-sand

bahu el 1tug menyelesaikan  tugas' 5 di-

Butausn, Islanm Pada wasa

L B

gaba, i heauadaan tasyrifiyas, peliau sendiri

yang boernsgs jikan hucum-bdoam A dan syariat
gyaritala, S8 by : & irilan yang
dan perbu-

enas Psirwan dan

atarnys. Mssa Nabi yang 3 {11 kekuasasn  tertinggi
Allan dividang perunaang-undangan aalam kenhiaupan

wanusia ( Abul a'ls al Maududi, 1992 : 61 Ja
’ Disawping beilau uewegang Kekuasaan tasyritiyah
Chelian guga  memesang  sekdasaan tanfidziyan, yaitu
denian nen,slankan fungsi-fungsi  dalaw segala asyek

Coecintan politik diberbagat bidang yang oeriareasi, Mi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinshy.ac.id



Salnya dllembagakannya sistew keadilan lewat pengemoa~-
ngan perudang-undangan, organisagi pertahanan dan
menyusun rencana peperanssa dan pettempuran, Dalam hal
ini Rasulullan sendiri Segara landsung memegang jabut-

an somandan, ( Mohammad S. Blwa, 1983 : 42 Vi

sedangkan pada masa pewerintanan saulafaur
rasyidin, dimana prinsip Syura yang dipergunaxan dalaw
menyelesalkan perwasalsuan. Ini berarti balws sesecra-

ng meminta nasehsat timbal balik welalul diskusi bersa-

Ma sama. Hal ini secara langsung menun jukkan bahiwa

kepala eksekutif tidak dapal sauwa sesali wenalsk
keputusan yang diawbil melaui syura. ( Mumtaz, 19935 -

122

Syari'at Islam juge mengikat xepada seorang
Amir untuk melaxsanaxan Uﬁdang-undang yang ditetapxan
oleh Majelis Peruusyswarstan sarta)ﬂatenapan»netatapan
Yang dikeluarxan dalam berbagal persocalan yYang penting
Jang menyangeut politik ketatanegarasan baik Kebl jaksa-
naan luar negeri waupun dalam negeri. ( Mon. Asad,

1985 : 106 ).

Tetapi jika persocalan-persoalan sarana penun ja-
ng bagi terlaksananya seputusan-xKeputusan itu,
sesungguanya disershsean Kewampuan lewbaga . -eksekuitif

yang dipimpin oleh Amir, Disebabxan Karena syari'at

Y



wemberl hak~hag Kepada Majelis Permusyawatan Rakyat
untuk memouat Undang-undang dan garis-garis Kebi jaksa
naan politik yang harus ditempur oleh negara serta
KeKuasaan pengawasan tehadap tindakan-tindakan pemerin
tahan, maka Majelis tidak wempunyal hak untuk ikut
campur tangsan dalam urusan-urusan rutin yang segara
langsung ditangani olén lemcaga ekserkutif. ( Mon. Asad

1985 : 106=107 ).

Dengan demikian kekuasaan membuat Undang-undang
tasyri'at anfidziyah ( Undang-undang pelaksena ) aanys

dipegang sendiri olen khalifah, karena paua hakekatnya

adalah pekerjaan yang sifatnya pelaksana walaupan
berupa Undang-undang, sedangkan Undang-undang dalam
bidang " tasyri'at tandkimiyah " ( Undang-undang

Kemasyaraxatan ) dilaksanakan oleh khalifah atau iwam

beseria anhlli syura, ( A. Hasjmy, 1984 : 247 ).
Dari pemjelasan diatas, maka dapat dikatakan
-vahwa dalam sistew pemerintahan presidensil ini

terdapat hubungan timbal balik antara presiden dengan
Dewan Perwasxilan Kakyat dalam nal pembuatan Undang-
undang. Hal tersebut berbeda dengan pada masa Navi
Munammad, yang mana kekuasaan tasyri'iyan tanfidziyan
Gan kekuasaan tandhimiyah Kedua-duanya _ dipegang

sendiri oleh Rasulullah, sedangkan pada wasa Khulafaur



Rasyidin adalah sama dengan pewerintahan presidensil

sebagalmana penjelasan yang telan dipaparkan diatas,

B. Tim jauan Terhadap vewan Menteri dalam Kabinet Pre-

sidensil

Sengat tidak dimungkinkan dan merupakan suatu
beban yanyg sangat berat terhadap presiden, apabila dia
tidak mempunyal pembantu ( menteri ) dalam melaksana-
Kan tugas memimpin pemerintahan, Dan hal ini Semakin
terasa dengan sewaxin banyaknya permasalanan yang
ainadapl pemerintan dewasa ini, begitu Juga dalam

sistew pemerintana presidensil ini,

Dalaw bab sebelunya dijelaskan bauwa presiden
adalau pewliwpln Vepartemen, dalaw men jalankan tugas
sehari-narinya, presiden dibantu olen menteri-menteri.
Menteri-menteri atu bertanggung Jawab Kepada presiden
yang dlangsatl dan dibernentikan oleunya ( pasal 17
ayat 2 ). Disawpung itu presiden dalaw menyelenggara-
ran pemerintahan dibantu oleh seorang wakil presiden
\ Pasal 4 ayat 2 ), yeng diangkat dan diberhentikan
olen Majelis Permusyawaratan Rakyat ( pasal b

ayat 2 ),

Dua macam pembentu tersebut; pertama wakil



presiden yang tidak jelas apa sesungguhnya nal yang
narus dikerjakan olehnya, dan dia tidaxk pula Dbertang-
gung jawab kepada presiden, karens wakil ~_ presiden
tidak diangkat oleh presiden, akan itetapi bertanggung
Jawab sepada Majelis Permusyawaratan Rakyal sebab yang
yang berhak mengangkat dan mewverhentikannya adalan
Ma jelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua adalah menteri ;
yang sudan jelas tugasnya yaitu memimpin dan wmengepa-
lai Departemen=-departemsn., Menteri ini wenjalankan
politik pemerintsban, mengkoordinir tugas-tugas.Merexa
tidak bertangguny Jjawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, akan tetapl bertanggung Jawab kepada pres.iden.

( Moh. Tolenah Mansgoer, 1983 : 111 ).

Dalam sistem pemerintapnan lslam, dikenal adanya

dua bentuk wizarah ( dewan menteri ), yaitu :

1. Wizaran tanridz
2. Wizarah tafwidszs
Kedua bentuk dewan menteri dalam pemerintahan Islam
tersebut sama-sama dipilin oleh imam dan bertanggung

Jawab kepadanya.

Ada yang mengatakan, banwa wazir tafwidz dalam
psmerintshan Islam itu sama dengan dewan menteri dalauw
pemerintanan presidensil, sebab kedua-duanya adalan

berkedudukan sebagai pembentu presiden atau khalifah.



Istilan wazir {( dewan menteri ) sudau dikenal
didunia Islaw sejak pada masa Nabli Munammad, wisalnya
karena amat dekat deugan Nabi, Abu Dakar sering
disebut sebagai " wazir " Nabi. Demikian juga Umar,

sebagal penasenatl dan pewdantu terdekat Abu Bakar,

semudian Umar juga mendapat julugau atau sebutan
kehormatan sebagai " wazir " Abu Bakar. Tetapi baru
pada masa Umalyan sebuten wazir itu mulal diberikan

kepada penasehat den pewbantu uteawa Knalilan, dan varu
pada masa Abbasiyan, mungkin karend pengarui budaya
Persia, Jjabatan wazir itu dilembagakan. { H. Munawir

Sjadzalizy Med 1590 ¢ 38 ).

Dlam sisteam pewerintanan lslauw, QFallg, yanug
pertawa kali bertanggunyg Jjawab dinadapan Allau dan
uwat dalam mengurus umat adatlan xaallifah, namun sudan

sewajarnya vila ia sendiri saja lidak Sauggup Welg e
rus setiap urusan umat, sebingga otumatis ia wemeriu-

Kan pars peuwbauntu, karema 1lu ia OLerkewa,ivan secars

baik mewilih pembantunya dan mengangkal orang yaug
paling tepaf diantara orang=-oraing yang melaksanakan
tugas. la tidak boleh mewilih orang karena faktor
keluarga, kecintaan gilau aubungau teman mlsélnya.
Tetapli yang dimaksud dengan pengertian balk disini
ialah yang dicasarkan pada kelayakan dan Kemampuan

sekal.,us, disamping itu, khalifan narus melakukan



Pengawasan terhadap orang-orang yang menjadi pembantu-
nya dan ditugasi menangani sevaglan dari peserjaan

pekerjaan umum, ( Prof. DR. M. Yusuf Musa, 1990 : 191)

renurut Unuang-undangsDasar 1845, Kedudugan
menteri sebagal pembantu presiden mempunyai pengarun
yang sangal pesar ternadap presiden dalam menentussn
politik negara, oleh Karenanya sebagai seorany, presi-
den harus memipunyal wawasan yang luas dalaa memilin

para menteri sebagal pembantu presiden yang peranannya

adalau saugat penting sexali daiam tata kepolitisan
negaras Dan seorang presiden akan mudau menaapat
celaan apavila seanuainya seoran, menteri didalam
peKer jaannya bersaianan ternadap lewan Perwaxilan
Rakyat, maxa bukanlah nmentgri yang mempertanggung

Jawabkan xesalahannya terdadap Majelis Pormusyawaratan

Rakayatl, mclainkan presiden.

Begitu pula dalam pemerintanan lslam, wengang -
Ral orang yang baik di antara yang tebuix untuk
menangani dan mengatur kepentingan umat adalan tinda-
Kan yaug diwajibkan Islam, Cara inilah yang ditempun
olen para Kkhulafa Ar-Rasyidin, paru Knalifah dan
gubernur generasi berikutnya yang mengikuti Jejak
mereka. Sedgngkan penguasa yang menyiwpang dari cara

ini, dengan tiaak diragukan lagl dikatagorikan seva-
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gal penlpu rakKyatl aan berknianat kepada awznat yang
Allan percsyakan Kepaua meresa. ( rFrof. DR. O

Yusuf Musa, 1990 : 192 ),

Banwasanya «epada amirlah selurun tugas dan
K€Kuassan exsexutif itu diserankan, dan nanya dia

sendirilan yadg wenpertdngguny jawabgan aAebijaksanasn
nya didepan lFgjelis Permusyawaratan Rasyat yang dengan
perantardannya puia menyanpaisan tanggung Jawapnya
kepada ra<yatl, Para wenteri atau pembaniu-pembuntu nya
tidanlah lebin manya sekedar paras pemvantu, aduwinistr:-
tir yangidu@angkat atlus kebijansanaan Al e | alau
knalitau sendirl, dan semata-mats berlanggullg Jawub

kepadanys. ("MOll.hdsad, 1985 : 112 .

Dengan aaanya penjelasan-pen j@lasan diatas,
maKa aksn nanpak dengan Jelas adanjya persamagn  antlura
pempbantu presiuen dalat sdsbew pelerintanan presiaden-
8il dengan pewvantu Auir atal knslifan dalam sistlen
pew@rlntanan Islam, yaitu para pemvantu tersebut
diangkat olen presiden atau knalifah dan nanya Jjepada
presiuen atau khalifahlah para pemvantu tersebut oer-

tanggung Jjawab,

Mes<lpun sawa, namun ada Juga perbedaannya ypie

tu, dalsam sistem pemerintanan presidensil ini terdapat
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wakil presiden yang diangxat olen Majelis Peruwusyawa-
ratan Hakyat yang berkedudukan sebagai _yﬂm;qafnﬂfc-xi
presiden, namun presiden tidsk mempunyai nak untuk

menghentikannya.
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